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! NOMOR 13 TAHUN 1993
; © TENTANG

E PAJAK PENERANGAN JALAN
DENGAN RAHMAT .TLHAN YANG MAHA EGA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

bahwa: paiak merupakan salah satu sunber penerimaan
Daerah yang sangat penting bagi ' pelaksanaan
Pemerintahan dan Penlngkatan pembangunan Daerah j;
bahwa'dalam rangka aenunjang pembangunan dl Kabupaten
Daerah Tingkat 1II Pacitan perlu meningkatkan
fasilltas penerangan jalan :

pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan Jjalan
dimaksud, wmaka sesuai dengan kewenangan Pemerintah
Daerah perlu ditetapkan pajak penerangan jalan kepada
setiap pengguanaan tenaga listrik, dengan Peraturan
Daerah- . : :

Undang—undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah P o _ ,

p ) ) .
Undang-undang . Nomor 12 Tahun 1930 tentang
Pembentukan Daerah—daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur H ; -

i

Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1?57 'tentang.

Peraturan Umum Pajak Daerah j

i

Undang—undang ‘Nomor 1% tahun 1232 tentang Penagihan,

Pajak Negara dengan Surat Paksa j;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang
Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengauasan Keuangan
Daerah H i

Peraturan jPemefintah Nomor 14 tahun 1987 tentang
Penyerahan : sebaglan urusan dibidang Pekerjaan Umsum

_ kepada Daerah Tingkat II H

: i : _ .
Peraturan 'Pemerintah Nomor .6 Tahun 198B tentang
Koorqﬁnasi Fegiatan Instansi Vertikal di Daerah j;

fPerafuran Pemerintah Nomor 43 tahun 1992 tentang

Penyelenggaraan . Otonomi Daerah dengan "tltik berat
pada Daerah Tingkat I1 3 "

_Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tabhun 1974

tentang behtuk Peraturan Daerah ;
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bahwa' untuk meningkatkan biaya.  pengolahan dan
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.‘_;0.,Peraturan ﬂenteri Dala- Hegeri Nomar 11 tabhun 1992

" tetang Pednaan Pe-ungutan Pajak Penerangan Jalan j
} -'!. ; .

‘fll.ngputusan Bersama Henteri Dala- Negeri _dan Henteri

- "' Pertambangan' dan Energi Nomor 71 A tahun 1993 dan

¢+ 1 Nomor . 2862.K/841/M.PE/1993 tanggal 31 Agustus 1993

: " ..  tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
dan- Pe-bayaran Rekening Llstrik Pe-erintah Daerah’ l

o 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
’ © Pacitan "Nomor 7 Tahun 19688 tentang Penyidik Pegawai
. T © '+« Negeri Sipil dllingkungan Pe-erintah Kabupaten Daerah
+ T Tingkat 11 Pacitan. oo

i . * st - . ; . L3

Dengan[ persetujuan Deuan Reruakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Pacitan, .'-Jt R , S
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. Menetapkan 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINSKAT 11 PACITAN

TENTANS PAJAK PENERANSAN JALAN.

X . ::””\-qf o B A B : 1 
: 1LY L KETENTUAN UMUM
; .- :f". P Pasal 1

. f f"_' o - w

: ;t.Dala- Peraturan Daerah ini yang di-aksud dengan :

- ae Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pacitan;
+ , .  b.:Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat
' . . .. 11.Pacitan § -© .

oy, ;. PLN, adalah Perusahaan U-u- Llstrik Negara 3

o d. Pajak " Penerangan Jalan,. adalah Pajak yang dipungut

: ' IR ST -atas ‘penggunaan tenaga llstrik 3

. _ ) €. SPT,_ adalah Surat Pemberitahuan- yang‘ oleh wajlb
P . Pajak ' digunakan . untuk melaporkan data obyek dan
LT ., wajib : pajak, sebagai dasar . perhitungan dan

. pembayaran pajak penerangan jalan yang terhutang
" menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang -
o - berlakd 3 -

: T . f. Nota- Pajak, adalah Perhitungan besarnya pajak

LY et penerangan: jalan yang terhutang yang harus dibayar

oleh" uajib pajak berfungsl sehagai ketetapan

. - S e . . pajalt 3

T _ R g.,SKP, adalah Surat Ketetapan Pajak yang . diterbitkan
: o karena jabatan g
© < . ... hs BTP, ‘adalah Surat Tagihan Pajak untuk -elakukad
z- A ;. « . . tagihan . pajak. dan: atau sanksi berupa denda
s o7 adeinistrasi j . T ; '
S z - 1{..'. S e

L il !BaB n

! , . s NANA, UVILAYAH DAN OBYEK PAJAK
; S : . _ e Pasal 2 .
s : Lo ’ Cos :

tl) Dengan"na-a Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak
: kepada setiap pengguna tenaga llstrik dalam daerah.-
[ . tr ]
L o {2) ﬂhyek Pajak,; adalah_ setiap penggunaan tenaga
Lo B 1lstr1u._? - . .
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';LDésarE pefhitunqan "Pajak..Iédalah':besarﬁYa tagihan
~ _ penggunaan tenaqa!listrik; S S =

”,(1) Setiap uajib pajak HaJib mengisi SPT 3
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(3) Tenaga Llstrik sebagaiuana dimaksud ayat {1) adalah
.tenaga llstrik arus. bnlak*balik -yang berasal dari

- PIN, o
R ST X , "
A ';; : * Pasal 3 . ) i g
L : Yoo e ¥ : e

Dikecualikan dari nbyek pajak adalah H

'ﬂ‘a. Penggunaan . tenaga 3 llstrik *  oleh’ instansi -

PemerintahlPemerintah Daerah dan Angkatan Bersenjata

. Republik Indnnesia yang dananya berasal dgri'

APBNIAPBD. S T e

, b. Penggunaan teﬁaga lisfrlk bada‘ témpat%tempat yang -

" digunakan - oleh Perwakilan -Diplomatik, Perwakilan
. Konsuler, ? Perwakilan - PBB,- serta : Badan-badan
khususnya - atau Organisasi Tnternasional dan Tenaga
Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah
Republik Indnnesia.f’ . -

3 . |
é _';-_ﬁi BAB III . | - )
5 U WAJIB PAJAK :

f S : Pasal 4

_mepggunakan tenaga llstrik ;

i e

5;(2) yang - bertanggung jauab atas ‘pembayaran: pajék ,?

" adalah l*'n' B o

-a.'untuk pernrangan adalah Drang yang bersangkutan,

"'“’=..atau kuasanya 3

? i t

b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.
I S )
: .y - “B.AB. IV

DASAR PERHITUNBAN DAN TARIP PAJAK
a SRR . Pasal '5_ ©

H
R

+ T i h-,__ . !
. i T ‘ .""v"‘ O toom .

fI(1) Besarnya ‘tarip pajak untuk gnlnngan tarip Sosial

(S), Rumah tangga (R).dan Usaha (U), ditetapkan

'sebesar 10 x tsepuluh persen) ;

‘ly

'(2) Besarnya' tarip pajak untuk gnlnngan Industri (1),
' ditetapkan sebesar 7 x (tujuh persen) 3 '

,(3) Besarnya " pajak terhutang dihitung dengan cara -

_mengalikan dasar perhitungan dengan tarip pajak.-w

' ‘B A B v -
SURAT PEHBERITAHUAN, MASA 'PAJAK DAN
SAAT PAJAK TERHUTHNB '
3 Pasal W
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(1) Najibv- péiak adalah nraﬁg;,fatau f badan yang .
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'(25 SPT.. sébagéiména ‘dimaksud -ayat -(1) fharus diisi -

dengan jelas. benar dan lengkap i

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPT ditetapkan
oleh Kepala Daerah. ;

i
4

I 'j;_ .5_ Pasal - B

- Masa paiak adalah jangka uaktu tertentu yang ditetapkan -

oleh Kepala - Daerah sebagai: dasar untuk menentukan
besarnya pajak terhutang._; : :
! Coa . -
o ; Pasal 9.
Lo N { . L £ . .
Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat -
penggunaan tenaga llstrik. : : . '

‘BaB VI . .
. KETETAPAN PAJAK -
'gw ﬁy Pasal 10

e e

(1) Untuk pengenaan pajak Kepala Daerah menerbitkan

‘ Nota Pajak §
B S ol A
(2) Bentuk, isi dan kualitas Nota Pajak SKP dan STP
- ditetapkan_oleh Kepala Daerah,

1

o ‘BAB VII

% TQTQ CARQ PEHBAYQRQN DAN PENAGIHAN
i -- Pasal 11 -

H -

_(i) Wajib pajak uajib membayar pajak terhutang ke Xas

Daerah atau tempat’ lain yang ditunjuk sesuai dengan -
uaktu yang ditetapkan H :

b

V=1(2),Keterlambatan atas pembayaran pajak dapat dikenakan

~denda  ‘administrasi sebesar 10 %. (sepuluh _persen)'n
dari pokok pajak terhutang, dengan. menerbitkan

A

(3).SPT sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan olehiftﬁ?

Kepala Daerah.

Pasal 12

T A

(1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau data

lain ternyata jumlah pajak yang: terhutang kurang.
atau tidak dibayar, maka dalam jangka. waktu lima
tabhun sesudah saat® terhutangnya pajak atau

berakhirnya  masa  pajak, Kepala Daerah dapat .

mengeiuarkan Surat Ketetapan Pajak karena jabatan ;
| . . PN M . . . .

o (2) Ketetépaﬁ_ pajak sebagaimana dimaksud ayét (1)

ditambah dengan tambahan pajak sebesar 50 X (lima
puluh persen) dari pokok pajak.
i

E . f?.' fﬁ Pasal 13

{

Kepala Daerah dapat menghapuskan tagihan pajak yang
- terhutang sebagian atau ‘seluruhnya sesuai dengan .

ketentuan yang berlaku.

o
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T e 2 Pasal 14
KO ST 'ﬁ

'Jumlahi pajak; taabahan pajak dan7 denda administrasi
~yang . tercantun - dalam Nota Pajak, SKP dan S5TP dapat

dltagih dengan Surat Paksa }j

1)
(2)
< (3)

S (4)

§' :
i N ‘B a B vIII
; . KEBERATAN DAN BANDING

Ly _1- _.f- Pasal 153

3

Najib pajak dapat -hengéjukan -keberétan secara -
tettulis . atas ~ketetapan - pajak kepada Kepala
Daerah 3 ° . : ", C : ;

i . a .
¢ Ch L
i i A

kebala:'béeréﬁ dai;d-uaktu paling lama 6 (enam)

bulan . sejak: Surat Keberatan diterima harus
aenberikan'keputusan atas keberatan yang diajukan H

..‘\!

Apabila dalan jangka waktu & (Enan) bulan tidak ada‘

jauaban “atau keputusan dari Kepala Daerah, maka
kebeqatag pajak dianggap diterima ; :

¢ - - k3

,Ke&ajibéﬁ'.untuk nenbayar pajak tidak tertunda

deﬁgén dlajukannya Surat Keberatan sebggaiaéna
diaaksud pada ayat (1) pasal ini. '

~5,. 'Jgﬁ-,£= Pasal 16
1 R .

Hajib*gﬁajak. dapat nengajukan banding kepada Majelis

Pertimbangan :. Pajak terhadap keputusan.yang ditetapkan

(2)

(1)

» (2)

(3

) oleh -Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pasal I35 ayat
dalam. jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal
'képutuéan_ ditetapkan,s menurut cara yang detentukan
) dalan Peraturan ﬂajelis Pertinbangan Pajak.

Do & B AB. IX
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

LR A N I S
-

.4\ k Pasal 17 _
Kepala Daerah dapat nenberikan keringanan dah
penbebasan pajak R ' ’

g L :
Keringanan dan penbebasan dapat diberikan terhadap
penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang

digunakap, semata-mata untuk melayani- kepentingane
Ibadah, . Sosial, Kesehatan, Pendidikan. " dan

Kebudayaan‘_ Nasional yang tidak dimaksud untuk

.memperoleh keuntungan 3 °
L . E v

ir.'-'

Téta'“cafa 'néhberikan'lkeringanan dan peﬁbebasanl
pajak  ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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i KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
: Pasal 18

A Aty e b b e - e i ar

(1) Barang . siapa melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam pasal & Peraturan Daerah ini diancam
denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000. (lima pulubh
ribu rupiah) atau pidana kurungan selana-lamanya 3
(tiga) bulan ; : :
o

" (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah

' pelanggaran. !

P

7 ¢ ‘pasal 19.

£ ma

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15
Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan, Pemerintah
Dafrah 3 o ' :

(2) Fenyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal

ini .menpunyai_ wewenang sebagaimana diatur dalam :

. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
. 4 . ! S . o

“BaB XI

T

'KETENTUAN PENUTUP
* Pasal 20 - !

me e

Hal—-hal 1lain yanﬁ-belum cukup diatur dalam Peraturan
~ Daerah ' ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur
l)ebih 1anjut_nleh:Kepala Daerah.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan

Daerah Kabuapten ' Daerah Tingkat 11 Pacitan Nomor @ 29

tahun 1980 Junctls Nomor 4 tabun 1985 dan Nomor 3 tahun

1988 tentang Pengadaan dan Retribusi Penerangan untuk
- Jalan—jalan Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.

% Fasél'22"

PRS-

_Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

_ E
- Agar supaya setiap orang mengetahbuinya, memerintahkan

- 'fpengundangan Peraturan Daerah ini dengan nenempatkannya
‘dalam | Lembaran ‘Daerah Kabupaten Daerah: Tingkat 11
'Pacitan. T .

'f' L Pacitan, ' .3 Agustus 1993

E o ; o Lk

DEWAN PERNAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 11

' KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 PACITAN PACITAN
B - KETUQ. o 'f ! ! T
Cap. ttd K | Cap. ttd
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973.471.33-490 Tanggal
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- Dengan .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
LPacitan Tanggal 11 Jull 19?6 Nnmnr 2 Seri A Tahun 1996._ f

BUPﬁTI KEPﬁLﬁ DAERAH TINGKﬁT II.

T T R e T P . . T R . .
' : et it el et L T . et . : . K
XN : . g . : . . R RN B k A . : T
: T . . L. o e B P I S L - e e et P T I . . . .
_ . . . . o
. . - N . . -
M B ; - . . ’ . T Lo .
. R - ' S v e . . . .
. el ra.
. * . . ~ . . i . et ' (. .
. e T W e T e i L e st m e . I P o . ST - . -
. AR et s . B i I LI R L O To . - -
. E an e o Sttt . Lo R Y e e Faea e ARR m e
. ! ! R B I S i T I L R ST I I BT Lo
. . . _ R LR T . T . e Tt e . e

1 .

* Il

z &)

b4 v

Z v

: T

Kébutuéan Menteri Dalam Negeri Nomor

23_Januari 1993.

Dlrektorat Jenderal
Dtonomi. Daerah

s '

Pemerintahan Umum Dan

Cap. ttd L
DMAN S N

- T r
010 054 135

S - NIP,

11

An. .
PACITAN

A- . Sekretaris UilayghADaerah

-

; " Des.: AM1EN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 335

ey

i Direktur Penbinaan Pemerintahan Daerah.
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_ i PENJELABAN
! . ATAS _
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 PACITAN ;
{ NOMOR. 15 TAHUN 1993 | C
Ci , . i
' TENTANB

PAJAK PENERANGAN JALAN ) ﬁ'

1
o B
. 3
1

-,

I. PENJELASAN UMUM :
Bahua sebaqa1 tlndak lanJut Peraturan Menteri Dalam Neqer1
Penerangan

_Nomor il tabhun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak
Jalan, dzpandanq perlu mengubah jenis Retrzbusz Daerah terhadap

Peneranqan Jalan menjadi PaJak Daerah

Dalam pasal 21 ayat (2) ditegaskan bahwa semua Daerah harus
Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan

.sudah menyerahkan :
Jalan selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1994. :

3

§
H ST, - S
. D o - o
| PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 3 o : - //

II-
. . Pasal 1 huruf a s/d f : cukup jelas.
L f o ' ' SKP  (Surat Ketetapan ’PaJak)j
/!

e

huruf g’ 3
, P " dimaksud diterbitkan oleh Kepala
g i Daerah karena jabatannya. - ~
~buruf h . "+ cukup jelas. o
[ " Pasal 2 s/d 4 - . ¢t cukup jelas. , //
ISR Pasal 5. -/ : : yang dimaksud dengan be
. tagihan penggunaan tenaga=/.'
te -

f :
3 o adalah meliputi beban
_ penggunaan tenaga llstrik’

1

¥

i '

H .-
¥

2 cukup Jelas.

o Pasallb”S/B 22
3 -0 0 Iy
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